
QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 16 TAHUN

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
DAN AKTA CATATAN

KARTU TANDA PENDUDUK
SIPIL

Menimbang

Mengingat

BISM I LLAHIRRAH MAN IRRAH IM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

:  a .  bahwa berdasarkan pasal  27 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Adminis t ras i  Kependudukan,  mengenai  kewaj iban
melaporkan ke lahi ran o leh penduduk kepada instans i  pe laksana d i tempat
teqadinya per is t iwa ke lahi ran pal ing lambat  60 har i  dan ketentuan pasal
90 tentang sanksi  admin is t ras i  berupa denda bagi  yang melanggar
ketentuan tersebut  d i  a tas,  be lum sepenuhnya d ipahami dan d iketahui
masyarakat  Kota Langsa,  ba ik  dar i  segi  is i ,  maksud,  tu juan dan atau
imp l i kas i  hukumnya ;

b.  sehubungan dengan hal  tersebut  pada huruf  a ,  untuk meningkatkan
pelayanan Catatan Sip i l  dan peningkatkan pener imaan daerah mela lu i
penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga
(KK) dan Akta Kelahi ran maka per lu  per lu  menetapkan dalam suatu
q a n u n '

1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,  Tambahan Lembaran
Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  3019) ;

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ki tab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1981
Nomor 76,  Tambahan lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209) ;

3.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigras ian (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,  Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  indonesia Nomor 3a7a) ;

4.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7997
Nomor 41,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retr ibus i  Daerah (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor a}a9);

5.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Ist imewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor !72,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indones ia  Nomor  3893) ;

6.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 83,  Tamb. ,han
Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Nomor  4110) ;

7 .  U n d a n g



7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2402 tentang Per l indungan Anak
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

B.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a3B9);

9,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana te lah
d iubah  un tuk  kedua  ka l i nya  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 4844);

10.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan
antara Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran Neqara
Republik Indonesia Nomor 4a3B);

11.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4633 ) ;

12.  Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republ ik  Indonesia (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006
Nomor 63,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a63a) ;

13.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminis t ras i
Kependudukan (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor
124,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a674) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminis t ras i
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80,  Tambahan
Lembaran Negara 4736);

15.  Keputusan Pres iden Nomor BB Tahun 2004 tentang Pengelo laan In formasr
Adminis t ras i  Kependudukan (  Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119) ;

16.  Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendaf taran Penduduk dan Pencatatan Sip i l  d i  Daerah;

17.  Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN

QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Menetapkan

BAB i
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da lam Qanun  in i  yang  d imaksud  dengan  :
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota Langsa selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur

penyelenggara Pemerintah Kota yang terdir i  atas Walikota dan Perangkat Daerah
Kota;
Wal ikota adalah Wal ikota Langsa;
Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah Kota yang selanjutnya d isebut  Dernan Perwaki lan
Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang anggotanya
d ip i l i h  me la lu i  Pemi l i han  Umum;
Dewan Perwaki lan Rakyat  Kota (DPRK) adalah DPRK Langsa;
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
Dinas Kependudukan dan Catatan Sip i l  adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sip i l
Kota Langsa;

B Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sip i l  adalah Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipi l  Kota Langsa ;

9.  Pejabat  adalah Pegawai  Neger i  yang d iber i  tugas d ib idang Retr ibus i  Daerah dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber laku;

10 Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komandi ter ,  Perseroan la innya,  Badan Usaha Mi l ik  Negara atau Daerah dengan nama
atau bentuk apapun,  Persekutuan,  Perkumpulan,  F i rma,  Kongsi ,  Koperas i ,  Yayasan
atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta
Badan  Usaha  La innya ;

'11 Penduduk adalah set iap orang/  ba ik  warga negara Indonesia maupun warga negara
asing yang bef tempat  t inggal  te tap d i  da lam Wi layah Negara Republ ik  Indonesia dan
te lah memenuhi  ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber laku ;

12 Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asl i  dan orang-orang
bangsa la in  yang d isahkan dengan Undang-Undang sebagai  Warga Negara Indonesia;

13. Kartu Keluarga selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat
data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga ser ta ident i tas anggota
keluarga;

1.1.  Orang as ing adalah orang-orang yang bukan Warga Negara Indonesia;
15 Kar tu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat  d is ingkat  KTP adalah bukt i  d i r i  kar tu

sebagai  Legimi tas i  bagi  set iap penduduk yang d i terb i tkan o leh Pemer inta l r
Kabupaten/Kota yang ber laku d ise luruh Wi layah Negara Kesatuan Republ ik  Indonesia;

16 Akta Catatan Sipi l  adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta
Pengesahan Anak,  Akta Pengakuan Anak,  Akta Gant i  Nama dan Akta Kemat ian yang
di terb i tkan o leh Instansi /Uni t  Ker ja  yang menangani  B idang Pencatatan Sip i l ;

17 Retr ibus i  Jasa Umum adalah Retr ibus i  a tas jasa yang d isediakan atau d iber ikan o leh
Pemer intah Daerah untuk tu juan kepent ingan dan kemanfaatan umum ser ta dapat
d in ikmat i  o leh orang pr ibadi  a tau badan;

18. Retribusi penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipi l  dan Kartu Tanda Penduduk
adalah pembayaran atas penggant ian b iaya cetak akta catatan s ip i l  dan kar tu tanda
penduduk ;

19 Waj ib  Retr ibus i  adalah orang pr ibadi  a tau badan yang menurut  peraturan perundang-
undangan Retr ibus i  d iwaj ibkan untuk melakukan pembayaran Retr ibus i ,  termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;

20 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waKu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan peri j inan tertentu dari Pemerintah
Daerah;

21.  Surat  Ketetapan Retr ibus i  Daerah,  yang se lanjutnya dapat  d is ingkat  SKRD adalah
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;

22 Pemer iksaan adalah serangkaian keglatan untuk mencar i ,  mengumpulkan dan
mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi
Daerah ;

23.  Penyid ikan Tindak Pidana d ib idang Retr ibus i  Daerah adalah serangkaian t indakan yang
di lakukan o leh Penyid ik  Pegawai  Neger i  S ip i l  yang se lanjutnya d isebut  penyid ik ,  untuk
mencar i  ser ta  mengumpulkan bukt i  dan membuat  terang t indak p idana d ib idang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

24.  Peny id ik



24. Penyidik Pegawai Negeri Sipi l  selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Negeri Sipi l
tertentu di l ingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai
penyid ik  untuk melakukan penyid ikan t indak p idana d ib idang Perpajakan Daerah dan
Retr ibus i  Daerah sebagaimana d imaksud dalam Undang-Undang Nomor B Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II
NAMA OB]EK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1)  Dengan nama Penggant ian b iaya cetak Akta KTP dan Akta Capi l ;
(2) Objek Retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipi l ,  Kartu

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dipungut Retribusi meliputi Pencetakan Akta
Kelahi ran,  Akta Perkawinan,  Akta Percera ian,  Akta Pengesahan Anak,  Akta Pengakuan
Anak, Akta Ganti Nama, Akta Kematian dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk serta
Kar tu Keluarga;

(3)  Subjek Retr ibus i  adalah set iap orang pr ibadi  yang memperoleh jasa pencetakan Akta
Catatan Sip i l ,  Kar tu Tanda Penduduk dan Kar tu Keluaroa,

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retr ibus i  Penggant ian Biaya Cetak Akta Catatan Sip i l ,  Kar tu Tanda Penduduk dan Kar tu
Keluarga d igo longkan sebagai  Retr ibus i  Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

(1)  f ingkat  penggunaan jasa d iukur  berdasarkan jumlah Akta Catatan Sip i l  dan atau KTP
yang d icetak;

(2)  n lo fas i  beban b iaya d imaksud ayat  (1)  pasal  in i ,  mel iput i  penggant ian b iaya cetak dan
kegiatan operas ional  a tas pelayanan penerb i tan Akta Catatan Sip i l ,  Kar tu Tanda
Penduduk dan Katu Keluarga .

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF

Pasal 5

(1)  er ins ip dan sasaran penetapan tar i f  Retr ibus i  berdasarkan pada kebi jaksanaan daerah
dengan memperhatikan biaya cetak Akta Catatan Sipi l ,  KTP dan Kartu Keluarga,
kemampuan masyarakat  dan aspek keadi lan;

(2)  A iaya cetak sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  adalah b iaya cetak per  satuan Akta
Catatan Sip i l ,  KTP dan Kar tu Keluarga yang d ibayar  o leh Pemer intah Kota kepada
pe rceta ka n .

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)  Set iap penduduk waj ib  memi l ik i  Akta Kelahi ran;
(2)  Set iap penduduk yang te lah berus ia 17 tahun dan atau pernah kawin,  waj ib  memi l ik i

Kar tu Tanda Penduduk;
(3)  Bagi  penduduk WNA yang t inggal  dan menetap dalam wi layah Kota Langsa waj rb

memi l ik i  KTP WNA yang d i lengkapi  dengan keterangan WNA.

BAB V I I  .



BAB VII
MASA BERLAKU

Pasal 7

(1 )  Ka r tu  Tanda  Penduduk  be r laku  se lama 5  ( l ima)  tahun ;
(2)  Bagi  penduduk WNI yang te lah berus ia 60 (enam puluh)  tahun d iber ikan KTP yang

ber laku seumur h idup;
(3)  KTP seumur h idup hanya ber laku bagi  WNI yang ber tempat  t inggal  te tap dan t idak

ter l ibat  langsung atau t idak langsung dengan Organisas i  Ter larang.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1)  St ruktur  dan besarnya tar i f  Pelayanan Penerb i tan Akta Catatan Sip i l  dan Kar tu Tanda
Penduduk dan Kaf tu Keluarga d i te tapkan sebagai  ber ikut  :

a .  Penggant ian b iaya cetak KTP - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  Rp.  3 .500,-
b,  Penggant ian b iaya cetak KK - - - - - - -  Rp.  5 .000,-
c. Penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipi l  bagi yang

melampaui  batas waktu 60 (enam puluh)  Har i  se jak
Tanggal  Kelahi ran :
1 .  Akta Kelahi ran (AK) :

a .  Bag i  WNi ,  anak  I  dan  I I  mas ing -mas ing  - - - - - -  - - - - - - -  Rp .  4 .000 , -
b.  Bagi  WNI anak I I i  dan seterusnya masing-masing - - - - - - - - - - - - - -  Rp.  8 .000,-
c .  Bag i  WNA anak  I  dan  I I  mas ing -mas ing  - - - - - - -  - - - - - - -  Rp .  50 .000 , -
d.  Bagi  WNA anak I I i  dan seterusnya masing-masing - - - - - - - - - - - - -  Rp.  75.000,-

2.  Akta Perkawinan (AP) :
a .  Bag i  WNI  sebesa r  - - - - - - - -  - - - - -  Rp .  100 .000 , -
b .  Bag i  WNA sebesar  - - - - - - -  - - - - -  Rp .  500 .000 , -

3, Akta Perceraian (AC) :
a .  Bag i  WNI  sebesa r  - - - - - - - -  - - - - -  Rp .  250 .000 , -
b,  Bagi  WNA sebesar  - - - - - - -  - - - - -  Rp.  500.000,-

4.  Akta Pengesahan,  Pengakuan Anak dan Pengangkatan
Anak mel iput i  :
a .  Pengesahan Anak bagi  WNI - - -  Rp.  100.000,-
b.  Pengesahan Anak bagi  WNA -  Rp.  200.000,-
c .  Pengakuan  Anak  bag i  WNI  - - -  Rp .  100 .000 , -
d.  Pengakuan Anak bagi  WNA -- -  Rp.  200.000,-
e .  Pengangka tan  Anak  bag i  WNI  - - - - - -  Rp .  100 .000 , -
f .  Pengangkatan Anak bagi  WNA -- - - -  Rp.  200,000,-

5.  Akta Gant i  Nama (AGN) :
a .  Bag i  WNi  sebesa r  - - - - - - - -  - - - - -  Rp .  75 .000 , -
b .  Bag i  WNA sebesar  - - - - - - -  Rp .  150 .000 , -

6.  Akta Kemat ian (AKM) :
a .  Bagi  WNI sebesar  - - - - - - - -  - - - - -  Rp.  50.000,-
b .  Bag i  WNA sebesar  - - - - - - -  Rp .  150 .000 , -

7.  Sal inan Akta dan Kut ipan
a .  Bag i  WNI  sebesa r  - - - - - - - -  - - - - -  Rp .  50 .000 , -
b .  Bag i  WNA sebesar  - - - - - - -  Rp .  100 .000 , -

B.  Pelaporan Kelahi ran,  Percera ian dan Kemat ian yang ter jad i  d i  luar  neger i
ter lambat  melapor  leb ih dar i  satu tahun sejak ia  masuk ke indonesia,  d ikenakan
biaya tambahan sebesar  50 o/o ( l ima puluh persen) .

(2)  Tata cara pember ian Kar tu Tanda Penduduk sebagaimana d imaksud ayat  (1)  huruf  "a"
pasal  in i  d i te tapkan o leh Wal ikota sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan  yang  be r laku ,

BAB iX



BAB IX
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

Set iap anak us ia 0 tahun sampai  dengan 60 har i  d ibebaskan dar i  Pembayaran Retr ibus i
Akta Kelahi ran dan/atau b iaya la innya.

Pasal 1O

Penentuan anak us ia 0 tahun sampai  dengan 60 har i  sebagaimana d imaksud pasal  9
d ibukt ikan dengan surat  keterangan lah i r  dar i  b idan/rumah bersal in /Puskesmas,  surat
keterangan kelahi ran dar i  Geuchik  setempat ,  fo to copy Akta Perkawinan atau surat  n ikah
dar i  orang tua anak yang bersangkutan.

Pasal  11

Anak us ia 0 tahun sampai  dengan 60 har i  yang d ibebaskan dar i  Retr ibus i  Akta Kelahi ran
adalah anak yang orang tuanya berdomis i l i  d i  Kota Langsa dengan melampirkan fo to copy
Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  12

Retr ibus i  Pelayanan Akta Catatan Sip i i  dan Kar tu Tanda Penduduk d ipungut  da lam
Wilayah Kota Langsa,

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal  13

(1)  Pemungutan Retr ibus i  t idak dapat  d iborongkan;
(2)  Retr ibus i  d ipungut  dengan menggunakan Surat  Ketetapan Retr ibus i  Daerah atau

dokumen la innya yang d ipersamakan.
(3)  Hasi l  pemungutan Retr ibus i  sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  d isetorkan ke Kas

Daerah .

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1)  Pembayaran Retr ibus i  yang terhutang harus d i lunasi  sekal igus d imuka;
(2)  Untuk KTP,  Retr ibus i  yang terhutang d i lunasi  d imuka untuk 1 (satu)  ka l i  masa Retr ibus i ;
(3)  Tata cara pembayaran,  penyetoran dan tempat  pembayaran Retr ibus i  d ia tur  dengan

Peraturan Wal ikota.

BAB XIII
PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal  15

(1)  Wal ikota berdasarkan Permohonan Waj ib  Retr ibus i  dapat  member ikan pengurangan
dan ker inganan Retr ibus i ;

(2)  Pember ian pengurangan dan ker inganan Retr ibus i  sebagaimana d imaksud pada ayat
(1)  dengan memperhat ikan kemampuan masyarakat ;

(3)  Tata cara pengurangan dan ker inganan Retr ibus i  d i te tapkan o leh Wal ikota.

BAB XIV



BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1)  Waj ib  Retr ibus i  yang t idak melaksanakan kewaj ibannya sehingga merugikan
keuangan daerah d iancam pidana kurungan pal ing lama 6 (enam) bulan dan denda
pa l i ng  banyak  Rp .  5 .000 .000 , -  ( l ima  ju ta  rup iah ) .

(2 )  T indak  p idana  yang  d imaksud  pada  aya t  (1 )  ada lah  pe langgaran .

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 17

(1)  Pejabat  Pegawai  Neger i  S ip i l  ter tentu d i  l ingkungan Pemer intah Daerah d iber i
wewenang khusus sebagai  penyid ik  untuk melakukan penyid ikan t indak p idana
dib idang Perpajakan Daerah atau Retr ibus i  Daerah sebagaimana d imaksud Undang-
Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)  Wewenang penyid ik  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  adalah :
a .  Mener ima,  mencar i ,  mengumpulkan dan menel i t i  keterangan atau laporan

berkenaan dengan t indak p idana d ib idang ret r ibus i  Daerah agar  keterangan atau
laporan tersebut  menjadi  lengkap dan je las;

b.  Menel i t i ,  mencar i  dan mengumpulkan keterangan mengenai  orang pr ibadi  a tau
badan,  tentang kebenaran perbuatan yang d i lakukan sehubungan dengan t indak
pidana Retr ibus i  Daerah;

c.  Meminta keterangan dan bahan bukt i  dar i  orang pr ibadi  a tau badan sehubungan
dengan t indak p idana d ib idang Retr ibus i  Daerah;

d.  Memer iksa buku-buku,  catatan-catatan dan dokumen-dokumen la in  berkenaan
dengan t indak p idana d ib idang Retr ibus i  Daerah;

e.  Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt i  pembukuan,
pencatatan,  dan dokumen-dokumen la in  sef ta  melakukan penyi taan terhadap
bahan bukt i  tersebut ;

f  .  Meminta bantuan tenaga ahl i  da lam rangka pelaksanaan tugas penyid ikan t indak
pidana d ib idang Retr ibus i  Daerah;

g.  Menyuruh berhent i  dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat  pada saat  pemer iksaan sedang ber langsung dan memer iksa ident i tas
orang dan atau dokumen yang d ibawa sebagaimana yang d imaksud pada huruf  e ;

h.  Memotret  seseorang yang berkai tan dengan t indak p idana Retr ibus i  Daerah;
i .  Memanggi l  orang untuk mendengarkan keterangan dan d iper iksa sebagai

tersangka atau saks i ;
j .  Melakukan t indakan la in  yang per lu  untuk ke lancaran penyid ik  t indak p idana

dib idang Retr ibus i  Daerah menurut  hukum yang dapat  d ipef tanggungjawabkan;
(3)  Penyid ik  sebagaimana d imaksud pada ayat  (  1)  member i tahukan d imula inya

penyid ikan dan menyampaikan hasi l  penyid ikannya kepada penuntut  umum/ sesuai
dengan ketentuan yang d iatur  da lam Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang
Hukum Acara  P idana ;

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan d isahkannya Qanun in i ,  maka segala ketentuan yang mengatur  Retr ibus i
Penggant ian Biaya Cetak KTP dan Akta Capi l  yang ber tentangan dengan Qanun d inyatakan
t i dak  be r laku  l ag i .

Pasal  19

Hal-hal  yang belum diatur  da lam Qanun in i  sepanjang mengenai  ketentuan
pelaksanaannya akan d i te tapkan kemudian sesuai  dengan ketentuan perundang-
undangan .

Pasa l  20



Pasal 2O

Qanun  in i  mu la i  be r laku  se jak  tangga l  d iundangkan .
Agar  set iap orang dapat  mengetahuinya,  memer intahkan pengundangan Qanun in i  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

D i s a h k a n  d i
p a d a  t a n g g a l

Langsa
27 Oktober 2008 M
27 Syawal t429 H
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